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ABSTRAK 

Alhilal Hamdi,Abdi,Nurbiah Tahir,Kebijakan Electronic Government Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang 

 

kebijakan publik adalah suatu proses atau rangkaian mode kegiatan atau 

pengambilan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah 

publik yang actual dan fiktif. E-Government adalah bentuk implementasi pelayanan 

publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjadi media informasi 

dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik 

kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan elektronik Government dari segi 

komunikasi,sumber daya,  disposisi, dan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan public di dinas kependudukan dan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang. 

penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.Adapun jumlah informan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan Trigulasi Sumber, Metode dan Waktu. Pemilihan informan 

berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, 

dan informan tersebut mengetahui masalah yang penulis teliti 

.  

Hasil menunjukkan bahwa kebijakan electronic government dalam 

penyelengaraan pelayanan pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten 

Enrekang yang dilihat dari aspek:1) Komunikasi, kebijakan electronic government 

dalam penyelengaraan pelayanan pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dimana komunikasi 

yang dilakuakan itu sangat penting sebagai sifat transparansi kepada masyarakat.2) 

sumber daya, kebijakan electronic government dalam penyelengaraan pelayanan 

pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Enrekang  sudah baik 

dengan adanya pengembangan dan pelatihan yang diberikan sehingga meningkatkan 

kinerjanya.3) Disposisi, kebijakan electronic government dalam penyelengaraan 

pelayanan pubik dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten sudah cukup 

baik dari segi sikap dan tanggung jawabnya.4) struktur Birokrsi, kebijakan electronic 

government dalam penyelengaraan pelayanan pubik dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil Kabupaten sudah cukup baik dalam sumber informasi bagi pimpinan 

atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan. 

 

Kata Kunci :Kebijakan Publik, E-Government 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun 

pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak 

dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 

tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) 

yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi 

telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses 

demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- government 

yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik melalui e-government Prakoso (2020). 

Globalisasi adalah fenomena di mana negara-negara secara langsung 

maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi yang jauh 

lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Hal ini 

berdampak pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang secara cepat sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara 

yang lebih efesien dan efektif untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang 

dan jasa dalam sektor pemerintah yang lekat dengan istilah pelayanan publik. 

Berkembangnya teknologi informasi ini telah membawa perubahan dalam pola 
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berpikir masyarakat serta persepsi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 

dan pemerintahan. 

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak 

terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah 

membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai 

penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam 

melaksanakan tugas kepemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan 

terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan, sehingga 

mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata 

kepemerintahan baik yang lazim disebut dengan good governance. 

E-government merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi antara pemerintah, 

masyarakat, dunia bisnis dan pihakpihak lain yang berkepentingan untuk 

memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Pada tahun 2003, pemerintah 

mengeluarkan INPRES no. 3 tahun 2003 sebagai upaya lanjutan untuk 

mendukung penerapan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi dan 

menciptakan good governance. Secara ringkas tujuan e-government adalah 

untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan 

pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan. 

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-government menjelaskan bahwa e- government 
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merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan 

yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-

government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di 

lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi 

informasi. 

E-government di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2001 melalui 

Instruksi Presiden No. 6 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika, 

yang menetapkan bahwa pejabat pemerintah harus menggunakan teknologi 

informasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan mempercepat proses 

demokrasi. Selain itu, mengenai e- government, pada tahun 2003 Presiden 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jaksa Agung, Gubernur 

Jenderal, dan Walikota dari Bupati Indonesia dan Republik Indonesia 

mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

wewenangnya masing-masing untuk melaksanakan pembangunan 

egovernment nasional Yulinar Ayu Setiani, Dra. Maesaroh, (2016). 

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan 

pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah 

kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan 

selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar 

secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Namun pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai 

kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data 

kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena 

disebabkan kurang detailnya datadata mengenai penduduk. Seperti yang 

terdapat di Kabupaten Enrekang, ditemukannya berbagai identitas ganda 

dengan nomor identitas yang berbeda pula di Kabupaten Bulukumba. 

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah 

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang 

merasa perlu menggantinya dengan sebuah inovasi yang baru. Inovasi baru itu 

tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk 

melengkapi data kependudukan Hisbani et al.,( 2015) 

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik 

yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang 

bertanggung jawab memberikan pelayanan terkait pengurusan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau akta kelahiran kepada masyarakat, dan permintaannya 

terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat selalu meminta birokrat untuk 

memberikan pelayanan publik yang baik, meskipun kebutuhan tersebut 

seringkali tidak memenuhi harapan, karena pelayanan publik yang terjadi pada 

kenyataannya masih rumit, lambat, mahal dan melelahkan. Alasan tren ini 

adalah masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani daripada 

pihak yang dilayani. Masih banyak masyarakat yang tidak puas dan 
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mengeluhkan pelayanan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Enrekang. Banyak warga yang mengeluhkan layanan ini, salah satunya 

layanan KTP elektronik, karena petugas tidak tepat waktu di loket antrian. 

Masalah selanjutnya adalah keterlambatan pencetakan KTP karena koneksi 

jaringan yang buruk. 

Pelayanan publik atau pemerintah itu sendiri sebagai salah satu 

pelaksana administrasi sekurang-kurangnya memiliki etika pelayanan 

administrasi yang baik untuk tetap selalu menjaga citra yang baik di mata 

masyarakat karena sikap tertentu dari seorang administrator terhadap penerima 

pelayanan ikut menentukan rasa respek masyarakat seorang administrator 

adalah cerminan teladan bagi khalayak. 

Berdasar pada (TribunEnrekang.com 18 Maret 2022). Masalah yang di 

dapat adalah Pencetakan KTP elektronik pada tahun 2018 mengalami 

keterlambatan dengan alasan buruknya koneksi jaringan yang buruk Sedangkan 

menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 

disebutkan bahwa target masyarakat wajib memiliki KTP sebanyak 167.535 

jiwa sementara disebutkan pula bahwa masyarakat yang telah memiliki KTP 

sebanyak 167.535 yang menandakan targetnya tercapai. Dari hasil observasi 

awal penulis ditemukan beberapa kendala pelaksanaan pelayanan di Dukcapil 

Kabupaten Enrekang. 

Maka merujuk pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Electronic Government Dalam 

Penyelenggaran Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang”. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini: 

1) Bagaimana Kebijakan Elektronik Government dari segi, Komunikasi, 

Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Public di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Enrekang?   

2) Bagaimana Kebijakan Elektronik Government dari segi Sumber 

Daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang? 

3) Bagaimana Kebijakan Elektronik Government dari segi 

disposisi dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang ? 

4) Bagaimana Kebijakan Elektonik Government dari segi Struktur 

Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

 
1) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektroik Government dari segi 

Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

2) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektronik Government dari segi 

Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

3) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektronik Government dari segi 

Disposisi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

4) Untuk Mengetahui Kebijakan Elektronik Government dari segi 

Struktur Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public Di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi acuan bagi 

perkembangan anggaran Negara terhadap pengelolaan infrastruktur 
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serupa 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan yang Kemudian dapat menjadi pembelajaran 

terkait teori yang didapatkan, sehingga menjadi gambaran ketika 

memasuki dunia kerja nanti 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Pranalia, (2015) Manajemen Electronic Government Dalam Pelayanan 

Publik Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pelaksanaan aplikasi 

SIMYANDU sudah mencakupi pada 3 (tiga) tipe relasi electronic government 

yaitu Government-to-citizens (G-to-C) dimana aplikasi SIMYANDU tersebut 

menyediakan media informasi dan layanan dimana dapat mempermudah 

masyarakat dalam melakukan layanan perizinan. Government-to-Bussiness (G-

to-B) dimana dengan adanya aplikasi SIMYANDU ini dapat memberikan 

kemudahan informasi kepada investor atau pihak swasta yang ingin 

melakukan penanaman modal dengan adanya informasi tentang sumber daya 

alam serta potensi yang ada pada Kabupaten Kutai Barat, dengan adanya 

interaksi yang baik antara pemerintah dengan pihak swasta akan dapat 

membangun relasi yang akan saling menguntungkan. Kemudian Government- 

to-Employees (G-to-E) dimana aplikasi SIMYANDU ini membantu pegawai 

yang menjadi operator SIMYANDU tersebut dalam proses pelayanan 

perizinan. 

Electronic government merupakan salah satu upaya peningkatan 

layanan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai 



10 
 

 

 

Barat, dimana pemerintah selalu dihadapkan dengan ketidak puasaan 

masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah. Electronic 

govenment ini juga merupakan bagian dari new public service (NPS), 

menurut Denhardt (2003;89) NPS mengakui bahwa orang-orang yang 

berinteraksi dengan pemerintah bukan sekedar pelanggan melainkan warga 

Negara. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk melakukan reformasi 

layanan sesuai dengan kebutuhan rakyat sebagai pengguna layanan karena 

fokus utama dari NPS adalah citizens (warga Negara), oleh karena itu 

pemerintah harus memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

Salah satu reformasi layanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat adalah dengan menggunakan 

Electronic Government sebagai salah satu layanan yang dapat digunakan oleh 

masyarakat dalam proses perizinan, dimana layanan ini dapat memberikan 

kemudahan dan keterbukaan informasi sehingga membentuk layanan yang 

transparan, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Kurniawan yang dikutip oleh Hardiansyah (2011;107) yang menyatakan 

bahwa termonologi electronic government dapat diartikan sebagai kumpulan 

konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat pusat 

maupun pada tingkat daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang 

efesien, transparan, dan efektif. 

Kebaruan dari penelitian ini dilihat dari temuan yang menunjukan 
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layanan Electronic Government dalam proses perizinan tidak mengubah 

tufoksi pegawai struktural karena penggerak utama layanan ini hanya operator 

sistem, pegawai struktural hanya memberikan data yang nantinya akan di 

input oleh operator sistem. Layanan ini hanya memberikan kemudahan 

kepada pengguna dan operator system sedangkan pejabat struktural 

melaksanakan tufoksi dalam proses perizinan secara manual mulai dari 

melakukan verifikasi berkas pemohon izin, melakukan pengecekan lapangan 

dengan tim teknis, rapat koordinasi dengan tim teknis, serta pengambilan 

berkas dan pembayaran dilakukan secara manual. 

2. Willia Satiawati (2016) Implementasi Kebijakan E-government Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan Metode Kualitatif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk menelitikondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, bersifat deskriptif dan 

menekankan pada proses analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitianKualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam 

penelitian Kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan 

dan uraian (Sugiono, 2006). 

Penelitian ini juga didesain untuk memperolehinformasi yang 

objektif.Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan e- 

government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Khususnya di Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah kabupaten Mamuju, Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Dalam penelitian Kualitatif, sampel dan instrument dipilih secara 

purposive sampling dimana pengambilan sampel, sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tau tentang apa 

yang kita harapkan. (Sugiyono 2006) Pemilihan sampel diambil dari Kepala 

Dinas pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Masyarakat selaku pihak yang menerima pelayanan publik. 

Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No 03 tahun 2003 

tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan e-government dan 

keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

13/Kep/M,PAN/1/2003 tentang pedoman umum perkantoran eletronik internet 

di lingkungan industri Pemerintah dan UU No 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU NO 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia bahkan beberapa daerah (pemda) 

seperti Jakarta, Yogyakatra, Bandung, dan Malang memperlihatkan kemajuan 

cukup berarti. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan e-government 

di Indonesia hinggasaat ini masih ditemukan hambatan dan 

tantangan.Menurut Sosiawan (2011) ada beberapa faktor yang menghambat 

berkembangnya E-Government dalam pemerintahan Indonesia, antara lain: 

a. Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e- 

government dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs 
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pemerintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walapun undang-

undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada 

namun masing-masing pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-

sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak 

jelas dan “ngambang’. 

b. Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau 

minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda 

sehinga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-

government. 

c. Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi 

komunikasi dan informasi belum merata hingga daerahdaerah, 

sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi 

dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut 

juga diperparah dengan masih mahalnya sarana dan prasarana 

teknologi ICT. 

d. Masih belum meratanya Literacy masyarakat berkaitan dengan 

pemanfaatan e-government karena mayoritas penduduk berada pada 

garis golongan menengah ke bawah. 

Kendala – kendala yang terjadi dalam penerapan e-government di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju diantaranya 

adalah ; 

a. Sumber daya, diantaranya langkanya sumber daya manusia yang 
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handal khususnya bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Daerah kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 

sehingga membuat egovernment sendiri belum terimplementasi 

dengan baik. Kemuadian sarana dan prasarana belum memadai 

dikeranakan sebagian alat seperti: computer, alat rekam, dan kamera 

dalam keadaan rusak serta jumlah staf pegawai yang masih kurang 

b. Disposisi (sikap), sebagian pegawai yang bekerja di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, Provinsi 

Sulawesi Barat belum melakukan pelayanan yang merata bagi 

masyarakat, melakukan pelayanan dengan melihat status, kedudukan 

dan suku 

c. Struktur Birokrasi, masih ada masyarakat yang tidak mengikuti SOP 

yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Mamuju 

Berdasarkan masalah yang ada, dilihat dari 4 aspek dari teori Edward 

III yaitu Kominikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Namun 

yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Sumber daya, Disposisi, 

dan Struktur Birokrasi sedangkan Komunikasi tidak di kategorikan menjadi 

masalah karena Komunikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sudah berjalan dengan baik. 

3. Prakoso, (2020) Inovasi Layanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital 
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Government 

Model kualitatif penulis gunakan dalam riset ini dimana dengan 

pendekatan dan model kualitatif, bisa lebih mngeksplorasi dan menganalisis 

permasalahan yang muncul dari fenomena sosial yang terkait dengan layanan 

kependudukan (Cresswell, 2017) serta mampu meberikan gambaran yang 

spesifik, penataan sosial dan hubungannya (Neuman, 2017:44). Riset ini 

sendiri dilaksanakan selama 2 bulan di bulan Agustus- September 2020 di 

Kantor Disdukcapil Kukar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi (Cresswell, 2017; 

Neuman, 2017). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif (Cresswell, 2017) 

Inovasi layanan merupakan suatu hal yang penting untuk 

dilakukanmengingat zaman yang bergerak cepat dimana teknologi informasi 

menjadi satu hal yang penting untuk diadaptasikan dalam layanan publik. 

Pemanfaatan teknologi informasi yang kemudian berkembang pada 

pengembangan digital government semakin diperkuat dengan keluarnya 

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dan dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan teknologi 

informasi dalam layanan kependudukan di lingkup Kabupaten Kutai 

Kartanegara mengacu pada dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Kukar 

2017-2021 (Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara, 2019). Kedua dokumen 

kebijakan itu yang kemudian menjadi dasar bagi Disdukcapil Kukar untuk 
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melakukan inovasi layanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil. Inovasi yang dilakukan itu memiliki tujuan untuk memudahkan, 

mendekatkan, dan meningkatkan layanan publik pada masyarakat Kutai 

Kartanegara. 

Sistem layanan publik berbasis daring bukanlah hal yang baru. Sejak 

tahun 2003 pemerintah Indonesia sudah membuat cetak biru dari 

pengembangan pemerintahan elektronik atau e-government (Irawan, 2013). 

Namun namun dalam kurun waktu selama 17 tahun, pengembangan e-

government belum banyak mengubah tatanan layanan publik. Jika mengacu 

pada angka e-government development index pada tahun 2020, Indonesia 

berada pada posisi 88 dari 193 negara (United Nations, 2020). Dari sudut 

pandang administrasi publik, tantangan utama yang dihadapi dalam abad 21 

bagi pemerintah adalah membangun egovernment yang empiris dan efektif 

dimana pemerintah mampu memberikan layanan publik melalui internet 

Bonsón, Torres, Royo, & Flores, (2012). 

4. Juliarso, (2019) Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatan 

Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan deskriptif 

analisis, berkaitan dengan implementasi e-government dalam rangka 

peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis egovernment di Kabupaten 

Ciamis. Pendekatan analisis tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
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E-Government dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Unit Pelayanan Publik. Analisis implementasi e-government dalam 

peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ciamis. adapun dalam 

penelitian ini menggunakan 3 (tiga) aspek pendekatan, yaitu : 

a. Evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia Kabupaten Ciamis. 

b. Analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

berbasis e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. 

c. Evaluasi implementasi e-government Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis. 

Evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) di Kabupaten 

Ciamis menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu kebijakan, kelembagaan, 

infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Direktorat Egovernment Direktorat 

Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 

2012). Setiap dimensi dalam PeGI dijabarkan kedalam beberapa kriteria atau 

atribut (Fitriansyah, dkk., 2013). Penilaian kualitas pelayanan publik berbasis 

e- government menggunakan dimensi dan atribut dalam PeGI di Kabupaten 

Ciamis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pemdayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

PAN dan Reformasi Birokrasi tersebut, perlu dianalisis indeks kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis e-government menggunakan 



18 
 

 

 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M 

Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Analisis Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik berbasis egovernment 

menggunakan prinsip pelayanan dengan 14 unsur minimal yang sebagai dasar 

pengukuran IKM. Sedangkan untuk evaluasi implementasi e-government 

untuk pelayanan publik menggunakan pedoman penilaian sifat transaksi 

informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis menggunakan 4 (empat) tingkatan, yaitu tingkatan 

persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan sesuai dengan Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pemeringkatan dalam aspek pengembangan dan implementasi e-

government (Sosiawan,2008). Selanjutnya dalam aspek implementasi 

egovernment dievaluasi juga terhadap aspek pelayanan publik yang bersifat 

Government to Government (G2G), Government to Business(G2B), atau 

Government to Consumers (G2C). 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa SKPD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

pengamatan langsung, hasil survey dan wawancara berkaitan sistem, aplikasi 

dan data transaksional dari situs e-government www.ciamiskab.go.id. Data 

hasil survey menggunakan data sekunder yang berasal dari Bagian 

Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

http://www.ciamiskab.go.id/
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dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Ciamis. Data kondisi aplikasi 

pada pengelolaan e-government Kabupaten Ciamis berasal dari Bagian PDE 

pada bulan Oktober 2017. Data terkait dengan kondisi faktual e-government 

Kabupaten Ciamis menggunakan pengamatan langsung pada situs 

www.ciamiskab.go.id pada bulan Oktober 2017. Untuk data kepuasan 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ciamis 

menggunakan data responden dari para pelanggan yang telah melakukan 

transaksi perijinan pada BPPTPM secara online pada kondisi sampai dengan 

Oktober 2017. 

5. Hilyatul Azkiya (2019) Penerapan E-Government Dalam Peningkatan 

Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan Program E-Tax Pajak Restoran 

Di Kota Malang) 

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe 

deskriptif. Dalam penelitian ini, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan tentang penerapan e-Government dalam peningkatan 

pelayanan publik pada pelaksanaan program e-Tax pajak restoran di Kota 

Malang. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang dan Badan Pelayanan 

Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Alasan memilih lokasi penelitian di Kota 

Malang dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang adalah 

http://www.ciamiskab.go.id/
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sebagai berikut: 

a. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan pelaksana 

teknis program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang dan menjadi 

Role Model Zona Integritas Anti Korupsi di Pemerintahan Kota 

Malang 

b. Kota Malang merupakan kota pertama yang menerapkan program e- 

Tax di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 2013 dan 

memperoleh penghargaan sebagai kota terbaik dan kota potensial di 

Bidang Pariwisata oleh Indonesia Atractive Awards (IAA) Tempo 

Group dan Lembaga Riset Frontier. 

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan secara 

purposive yang kemudian berlanjut dengan menggunakan teknik snowball. 

Dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa staff di Badan Pendapatan Daerah 

(BP2D) Kota Malang yang bertugas dalam mengelola program e-Tax pajak 

restoran merupakan informan yang penting dalam menjawab semua 

pertanyaan yang ada. Selain itu masyarakat/wajib pajak restoran juga menjadi 

elemen yang penting sebagai penerima layanan melalui program e-Tax pajak 

restoran yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota 

Malang. Sehingga peneliti memilih 4 informan selaku pihak pengelola dan 

staff BP2D Kota Malang dan 4 wajib pajak restoran di Kota Malang. 

Terbentuknya program e-Tax pada 28 Oktober 2013 dilatarbelakangi 
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oleh keinginan pemerintah Kota Malang untuk menciptakan inovasi-inovasi 

dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional dan 

transparan. Program e-Tax merupakan salah satu bentuk penerapan konsep e-

Government yang dilaksanakan oleh BP2D Kota Malang dengan berbasis 

teknologi informasi dan internet. Program ini mulai aktif berjalan pada akhir 

tahun 2013. Kota Malang merupakan implementor pertama di tingkat 

Kota/Kabupaten seluruh Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2013. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan e-Government pada 

pelaksanaan program e-Tax pajak restoran di Kota Malang, peneliti 

menggunakan indikator atau kriteria dari teori eGovernment. Indikator 

tersebut antara lain adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, 

dan pemberdayaan. Indikator tersebut diukur berdasarkan skema pelaksanaan 

program e-Tax pajak restoran di Kota Malang. Skema program e-Tax yaitu: 

(1) input/rekapitulasi data, (2) monitoring, (3) pembayaran, dan (4) pelaporan 

SPTPD. Berikut hasil penelitian menggunakan kriteria-kriteria pada proses 

pelaksanaan e- Tax pajak restoran. 

B. Teori dan Konsep 

1. Konsep Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah berupa 

keputusan politik dalam melakukan arah tindakan tertentu secara terencana. 
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Hal tersebut sejalan dengan pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh 

United Nation dalam Wahab (2011) yang mengatakan bahwa kebijakan ialah 

pedoman umum atau khusus, luas atau sempit, longgar atau terperinci, bersifat 

kualitatif atau kuantitatif, maupun publik atau privat. Kebijakan dalam 

maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar 

pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai 

aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. 

Dalam buku Hakim & Mustari (2019) Kebijakan publik merupakan pili 

han yang dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak 

melaksanakan sesuatu. Menurut Dye (1995), kebijakan publik adalah segala 

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan atau tidak 

melaksanakan sesuatu. 

Kebijakan publik menurut pendapat para ahli yang terimpun secara 

konkret dibawah ini adalah penting menjadi perbandingan dari pengetahuan 

kebijaksanaaan di atas. Harold laswell dan Abraham Kaplan (1970) 

mendefinisikan kebijakan publik adalah prosedur yang tidak dipengaruhi oleh 

citi-cita dan praktik. Sementara itu, David Easton (1965) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah. Sedangkan James 

Lester dan Robert Stewad (2000) memberikan definisi yang berbeda, bahwa 

kebijakan publik adalah suatu proses atau rangkaian mode kegiatan atau 

pengambilan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah publik yang actual dan fiktif. James Anderson (2000) mengemukakan 
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kebijakan sebagai pelaksana tindakan yang relative stabil dan digunakan untuk 

tujuan tertenntu, diikuti oleh satu atau lebih peserta dalam menangani masalah 

Suratman et al., (2019). 

a. Ciri-ciri Kebijakan Publik 

 

Menurut Yehezkel Dror dalam Uddin dkk (2017:32) mengemukakan 

ciriciri kebijakan publik sebagai berikut : 

1) Sangat kompleks 

2) Prosesnya bersifat dinamis 

3) Komponen-komponen beraneka ragam 

4) Peran masing-masing substruktur berbeda-beda 

5) Memutuskan 

6) Sebagai pedoman umum 

7) Untuk mengambil tindakan 

8) Diarahkan pada masa depan 

9) Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah 

10) Dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 

11) Apa yang tercermin dalam kepentingan umum dan 

12) Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin 

b. Tujuan Kebijakan Publik 

 

Menurut Hayat (2018:33-34) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan 

Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi mengemukakan tujuan 

kebijakan publik dapat dibedakan melalui : 
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1) Sumber daya atau resources, yaitu antara kebijakan publik yang 

bertujuan mendistribusikan sumber daya negara. Sebagai contoh, 

kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada 

daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumberdaya. 

2) Regulatif dan deregulatif, kebijakan bersifat mengatur dan 

membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang 

dan jasa, kebijakan HAM dan sebagainya. Sedangkan kebijakan 

deregulatif bersifat membebaskan seperti kebijakan privatisasi dan 

kebijakan penghapusan tarif. 

3) Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan dinamisasi adalah kebijakan 

yang bersifat menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai 

kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan 

desentralisasi. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah 

menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak 

sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun 

sosial. Contoh kebijakan ini adalah kebijakan tentang keamanan 

negara dan kebijakan penetapan suku bunga. 

4) Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara 

adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran 

negara, seperti kebijakan tentang pendidikan nasional yang 

menjadikan negara sebagai pelaku utama pendidikan nasional 

daripada publik. Sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau 
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publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran 

publik atau mekanisme pasar daripada peran negara, seperti 

kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

kebijakan Perseroan Terbatas (PT). 

Menurut Geoerge Edward III dalam Kapahang et al., (2020) terdapat 4 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan impelemntasi 

kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi (2) Sumber Daya (3) 

Disposisi (4) Struktur Birokrasi 

a. Komunikasi 

 
Menurut Edward, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian 

informasi kominikator dan komunikan”. Informasi mengenai kebijakan 

public menurut Edward perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan 

dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan 

untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat di capai sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Sumber Daya 

 

Edward mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai 

peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward 

bahwa sumber daya tersebut melihat sumber daya manusia, sumber 

daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas konsisten impelementasi 
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program dan sebagaimana akuratnya komunikasi di kirim jika personel 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber 

daya dalam melakukan tugasnya kompenen sumber daya ini meliputi 

staf, keahlian dari para pelaksana , informasi yang relevan dan cukup 

untuk mengimplementasikan kabijakan dan pemenuhan sumber-

sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang 

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang 

diharapkan serta adanya fasilitas- fasilitas pendukung yang dapat 

dipakai untuk melakukan kegiatan. 

c. Disposisi 

 

Disposisi menurut Edward dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan 

secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan 

dapat di wujudkan”. Edward mengatakan bahwa jika implementasi 

kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien para pelaksana tidak 

hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai 

kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga 

harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

d. Struktur birokrasi 

 

Menurut Edward struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti 

sruktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit 

organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karasteristik utama dari 
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birokrasi yakni: Standard Operasional Procedure (SOP) dan 

Fragmentasi 

2. Konsep E-Government 

E-Government adalah bentuk implementasi pelayanan publik yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjadi media informasi dan 

sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik 

kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga 

pemerintahan. Implementasi E-Government dalam penerapannya dimulai 

dalam bentuk layanan yang cukup sederhana yaitu penyediaan data dan 

informasi yang berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan maupun pembangunan sebagai bentuk dari wujud keterbukaan 

(transparency) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten 

Enrekang menghadirkan PINDU ini sebagai wadah untuk masyarakat supaya 

dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang diinginkan, 

dan pula berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan 

public serta menerapkan sistem berbasis on-line yang didukung oleh 

perangkat teknologi modern. 

Kepentingan warga masyarakat Enrekang ini tentunya akan disediakan 

dan dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif. 

Sebab itu unit analisis yang ada pada penelitian kali ini yakni penerapan E 

Government di dinas komunikasi informatika dan statistik Kabupaten 

Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
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adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, 

observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian 

ini menjelaskan bahwasannya penerapan E-Government pada dinas 

komunikasi informatika dan statistik Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat 

diukur berdasarkan indikator pengukuran aspek-aspek di dalam mewujudkan 

E-Government. (Safitri, 2016) 

Di lain sisi, Pemerintah Federal Amerika Serikat juga mendefinisikan 

e- Government secara ringkas, padat dan jelas, yaitu e-Government refers to 

the delivery of Government information and services online through the 

internet or other digital means. Serta adapun definisi lain yang dikemukakan 

oleh , Zweers and Planque, yaitu e-Government berhubungan dengan 

penyediaan informasi, layanan maupun produk yang disiapkan secara 

elektronis oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai 

lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Tanpa mengecilkan arti dari 

beragam definisi yang telah disampaikan diatas setidak-tidaknya ada tiga 

kesamaan karakteristik dari setiap definisi Electronic Government (e-

government), yaitu merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara 

pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan 

(stakeholder). melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. 

tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. 

E-Government merupakan sebutan dari beberapa kelompok, diartikan 
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secara luas. Kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang berguna 

sebagai cara untuk membantu melaksanakan sistem pemerintahan secara lebih 

baik lagi. Karena itu, dalam memandang e-government, jangan terfokus pada 

kata ’e’ - nya saja, tetapi yang terpenting adalah cara berjalannya 

pemerintahan melalui media elektronik berbasis online. Lantas ditemukan dua 

hal paling utama dalam pengertian e-Government di atas, merupakan 

pemakaian teknologi komunikasi informasi, satu dari beberapa alat bantu yaitu 

internet, dan kedua adalah sasaran pemanfaatan teknologi supaya proses 

pemerintahan bisa berjalan lebih baik lagi. Seluruh cara atau mekanisme yang 

ada di pemerintahan bisa didapat dengan lebih cepat sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan, melalui teknologi informasi/internet. E-Government 

tidak hanya menukar cara pemerintah dalam berhubungan kepada warga. 

Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan kantor-kantor pelayanan, 

berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau 

mentransfer surat, sesuai dengan konsep e-government, fungsi utama e- 

Government adalah dengan memakai teknologi informasi yang bisa 

membangun hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Informasi, 

komunikasi, dan transaksi sekitar masyarakat dan pemerintah dilakukan 

dengan fasilitas online, sesuai dengan pelaksanaan e-government. Sehingga 

ada beberapa profit yang didapatkan seperti contohnya, koneksi dengan sistem 

administrasi terjadi dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Intinya, 

fasilitas pemerintahan dengan masyarakat menjadi sangat cepat, service dan 
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berita bisa disajikan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Berita bisa 

dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun dan kapanpun tanpa 

mendatangi kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. 

Kecepatan penyediaan sama artinya dengan penghematan pada waktu, energi 

serta sumber daya. Selain provit tersebut, akses berita ke pemerintah menjadi 

tidak terbatas dan sangat luas sampai tidak ada lagi istilah ’kalangan atas’ dan 

’kalangan bawah’ di depan pemerintah. Baik negara dan masyarakat dari 

semua kalangan saling terbuka dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang 

mengarah pada kebebasan. Terwujudnya kebebasan (transparansi) 

dimaksudkan agar proses demokratisasi dan kebebasan politik serta 

administrasi. Dengan begitu ide ini diharapkan bisa mengurangi kecurangan 

terhadap kebijakan pemerintah, karena keterbukaan kebijakan dan 

pelaksanaan otonomi daerah akan makin mudah dikelola dan diawasi. 

(Budiarti, 2006) 

Menurut Bastian (2003), dalam konsep e-gov, paradigma pelayanan 

harus dirubah total. Face to face, satu atap, formulir, loket, antrian, bising, 

tidak nyaman, tanda tangan, dan kegiatan pelayanan sebagaimana biasa kita 

lihat atau alami, harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya adalah papan 

ketik komputer (keyboard), central processing unit (CPU), layar monitor, dan 

jaringan, titik. Hal ini tentu membawa implikasi pada perubahan manajemen 

pelayanan yang selama ini ada. (Habibullah, 2010) 

Menurut Mustopadidjaja (2003) mengemukakan Electronic 
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Government merupakan substitusi ungkapan Electronic Government (e-gov) 

yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang 

berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program 

dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan yang 

terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal. 

World Bank (WB, 2000) memandang e-gov merupakan adopsi dari 

perkembangan dan pemanfaatan teknologi perbankan sedunia. Pengembangan 

e-gov, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi 

dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan 

teknologi digital lainnya. Selanjutnya Indrajit (2005), mengemukakan e- 

Government adalah usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan 

yang sesuai dengan obyektif bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas 

yang berkepentingan. E-gov adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam 

hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait 

lainnya menuju good Government (World Bank, 2001). E-gov. diperuntukkan 

ke dalam: 

a. Pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet 

berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery/layanan 

pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, 

pegawai, dan pemerintah lainnya; 

b. Suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai 
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informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien 

bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis; 

dan 

c. Pemanfaatan teknologi informasi seperti wide area network (WAN), 

internet, world wide web, komputer oleh instansi pemerintah untuk 

menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya 

untuk: memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan 

kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui 

akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah 

bekerja lebih efisien dan efektif. Menurut Mustopadidjaja (2003), e-

gov, juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB 

(jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi 

interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan 

atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, 

dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun 

antar negara. Dari rumusan pengertian tersebut di atas jelas bahwa e-adm (e-

gov) merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam rangka mencapai tujuan antara lain: 

1) Meningkatkan efisiensi pemerintahan; 

2) Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara 

lebih baik; 

3) Memberikan akses informasi kepada publik secara luas. 
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4) Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung 

jawab dan transparansi kepada masyarakat. (Habibullah, 2010) 

E-Government dideskripsikan secara beragam oleh masing masing 

individu atau komunitas. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai definisi. di 

bawah ini mengenai e-gov di berbagai negara sesuai dengan sudut pandang 

sistem pemerintahan mereka: 

a. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e- Government 

secara ringkas, padat, dan jelas, sebagai : E- Government mengacu 

kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan 

melalui internet atau media digital lainnya. 

b. Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, 

mendefinisikan e-Government sebagai : 

1) Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk 

memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis 

dalam memakai layanan pemerintahan. 

2) Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat 

disederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen 

pemerintah dan pegawainya. 

Pemerintah New Selandia melihat e-Government sebagai berikut: E- 

Government adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan sebuah 

teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan 

akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk 
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menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi 

dalam proses dan institusi demokrasi. 

Menurut kominfo, “e-Government merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan 

efisien”. 

World Bank mendefinisikan bahawa “e-Government merupakan 

penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintahan untuk 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk 

memfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah” Mengapa definisi e- 

Government menjadi beragam ada beberapa faktor penyebabnya yang semua 

bermuara pada beberapa prinsip sebagai berikut : 

a. Konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, 

tetapi karena setiap Negara implementasi atau penerapannya berbeda-

beda, maka konsep e-Government pun menjadi beraneka ragam. 

b. Wahana aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian 

banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang 

berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis 

interaksi dan transaksi. 

c. Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat 

dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro 

dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat 
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sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, 

kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan. Secara umum, e-gov 

di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik ( juga disebut e-gov, 

digital government, online Government atau transformational Created 

with government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi 

warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan 

pemerintahan. e-Government dapat  diaplikasikan pada legislatif, 

yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi 

internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan 

yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-

to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government- to-

Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan 

yang paling diharapkan dari e Government adalah peningkatan 

efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari 

pelayanan publik. Model e-Government yang diterapkan di negara-

negara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan 

perkembangan e-Government dalam perencanaan jangka panjang. 

Sebagai contoh, pentahapan e-Government yang diterapkan di 

Selandia Baru digambarkan memiliki empat tahap/fase yaitu : 

1) Fase pertama, fase penampilan website (web presence). Dalam 

fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan 
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dalam website pemerintah. 

2) Fase kedua, interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan 

lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail 

dalam website pemerintah. 

3) Fase ketiga, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi 

masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai 

diterapkan. 

4) Fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah meningkat 

secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah 

dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait 

(pemerintah ke antar pemerintah, sektor non pemerintah, serta sektor 

swasta). (Simangunsong, 2010). 

Government, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah 

penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola 

urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup 

seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara mereka. Governance mengakui bahwa didalam 

masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada 

tingkat yang berbeda. Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat. 

(Wijaya, 2015). 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 

Tahun 2004 bahwa obyek layanan aplikasi e-Government dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 

a. Government to Government 

 

Government to Government Aplikasi e-Government dalam kategori 

ini menangani masalah layanan antar instansi pemerintah dan/atau antar 

negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah 

pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. 

Pada umumnya aplikasi jenis Government to Government bekerja diatas 

satu jaringan data yang disebut sebagai internet yaitu jaringan data yang 

digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintah. Beberapa contoh 

aplikasi Government to Government antara lain: 

1) Koordinasi dan konsolidasi anggaran; 

2) Koordinasi kepegawaian; 

3) Koordinasi kegiatan bidang ekonomi; 

4) Koordinasi bidang politik dan keamanan. 

5) Koordinasi dan konsolidasi anggaran; 

6) Koordinasi kepegawaian; 

7) Koordinasi kegiatan bidang ekonomi; 

8) Koordinasi bidang politik dan keamanan. 
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b. Government to Citizen 

 

Government to Citizen Di mana pemerintah membangun dan 

menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan 

utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh 

dari pengaplikasian kategori ini, diantaranya: 

1) Kependudukan. 

2) Akta Nikah. 

3) Keimigrasian. 

c. Government to Business 

Government to Business Salah satu tugas utama dari sebuah 

pemerintah adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda 

perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Contoh dari pengaplikasian kategori ini, diantaranya: 

1) Perijinan Usaha. 

2) Pembayaran Pajak. 

3) Government to Government Kebutuhan untuk berinteraksi antara 

satu pemerintah dengan pemerintah lain di setiap harinya tidak 

hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diploma semata, namun 

lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama. Contoh dari 

pengaplikasian kategori ini, diantaranya: Koordinasi kepegawaian, 

Koordinasi dan konsolidasi anggaran, dan Government to 

Employees. 
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Menurut (Muflihah & Susanto, 2017) faktor adopsi e-Government dari 

sisi warga, mengarah pada beberapa hal penting yang harus menjadi 

perhatian bagi pemerintah yang akan menerapkan e-Government agar 

warga memiliki inisiatif melakukan adopsi e-Government, yaitu: 

a) Pemerintah harus sudah menyiapkan hal-hal teknis seperti 

infrastruktur yang memadai. 

b) Layanan e-Government memiliki privasi dan keamanan. 

c) Layanan e-Government harus mudah untuk digunakan atau 

dapat dikatakan effortless, karena pada dasarnya sistem online 

harus lebih memberikan kemudahan dari sisi tenaga, waktu, 

dan biaya. 

d) Layanan e-Government sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

pada daerah dan kebutuhan warga, sebagai contoh untuk e-

Government yang diterapkan dengan warga yang memiliki 

keragaman Bahasa seharusnya disediakan beberapa fitur 

Bahasa misalnya bahasa khas daerah dan Bahasa Indonesia. 

e) Layanan e-Government memiliki tampilan antar muka yang 

mudah digunakan, dipahami dan familiar. 

f) Layanan e-Government memberikan informasi dan layanan 

yang berpusat pada warga yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan warga. 

g) Layanan e-Government memberikan nilai bagi warga, seperti 
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operasional layanan publik yang efektif, meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan mewujudkan hasil yang 

diinginkan (desired outcomes). (Muflihah & Susanto, 2017) 

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan 

untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau 

karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai 

pelayanan masyarakat. 

3. Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat, tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyaraakat mengembangkan kemam-puan dan kreativitasnya demi mencapai 

tujuan bersama Rasyid, (1998). 

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai 

dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama 

ini bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan 

seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan 
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mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan “dilayani” ke pengertian 

yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukan pada masyarakat 

umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, 

meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat 

yang mendirikannya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan 

terbaiknya kepada masyarakat (Sinambela dkk, 2006). 

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability, 

dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas 

suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai 

penerima pelayanan dan apparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang 

berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis 

adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau 

setelah pelayanan itu diberikan Wulandari, (2021). 

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (dalam 

Shafrudin, 2014) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum 

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau 

jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik 

dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
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organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan 

Kurniawan, (2016). 

Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih 

profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan 

adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 

meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif 

menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). 

Kualitas Pelayanan Publik Menurut KepMenPan 81/1995 kinerja 

organisasi public dalam memberikan pelayanan public dapat dilihat dari 

indicator, seperti: 1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan 

umum menjadi mudah, lancer, capat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 2. Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, rincian 

biaya layanan dan cara pembayarannya, jadwal dan waktu peyelesaian 

layanan, dan unit kerja. 3. Kemanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa 

aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu- 

raguan. 4. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh 

informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi 

informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain. 5. 

Efisien, yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan public yang diberikan. 

6. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar, 
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dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemapuan pelanggan untuk 

membayar. 7. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan 

umum harus diusahakan seluas mungkin dengan ditribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil Buchari, (2016). 

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi 

pengguna jasa, karena itu penyelenggaranya membutuhkan azas-azas 

pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, penyedia 

pelayanan publik harus memperhatikan azas pelayanan publik. Azas-azas 

pelayanan publik sebagai berikut : 

a. Transparasi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah 

dimengerti. 

b. Akuntabilitas. Dapat pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

e. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerim pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masingmasingpihak Nanna, 
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(2019). 

4. Konsep Kebijakan E-Government Kabupaten Enrekang 

Adanpun peraturan bupati Enrekang nomor 51 tahun 2017 tentang 

pemamfaatan teknologi informasi yaitu: 

Menimbang : 

a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang 

terarah,terpadu,                        sistematis dan tepat sasaran, perlu 

pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi imformasi dan komunikasi 

itu sendiri. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu penetapan peraturan bupati tentang pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah 

tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822) 

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi 

(lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154 tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) 
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3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

Publik (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 

tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4846) 

4. Undang-undang Tomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

(lembaran negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan 

lembaran negara republik Indonesia Tomor 5038) 

5. Undang-undang Nomor  19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik. 

6. Rencana daerah kabupaten enrekang tentang rencana induk teknologi 

informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten 

Enrekang Tahun 2018-2022 

Dalam peraturan bupati ini yang di maksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang  

2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Enrekang 

3. Bupati adalah Bupati Enrekang  

4. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Enrekang. 

5. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi 

tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan 

resurce sharing. 

6. E-government adalah pemamfaatan teknologi informasi dalam proses 

manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi,efektifitas 
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transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan sistem 

informasi pemerintah yang merupakan teknologi informatika dalam 

pelaksanaan pemerintahan. 

7. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan 

komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya. 

Maksud dan tujuan: 

1. Maksud dari pemafaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di 

daerah Kabupaten Enrekang. 

Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  adalah: 

a. Meningkatkan efisiensi ,efektifitas, dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan. 

b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. 

Indrajit (2012: 61-68) dalam bukunya menjelaskan hasil riset 

dari University of Maryland terdapat beberapa elemen sukses yang 

berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek e-governnent. Berdasarkan 

hasil riset tersebut diperoleh delapan elemen sukses yang berperan 

dalam manajemen proyek egoverment yaitu sebagaimana berikut: 

1. Pertama, Political Environment (lingkungan politik), adalah 

keadaan atau situasi dimana proyek tersebut di implementasikan. 

2. Elemen sukses yang kedua adalah Leadership (kepemimpinan), 

Peran pemimpin sangat penting untuk menjadi manajer yang 
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baik, pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja 

yang profesional, meningkatkan kredibilitas pegawainya, dan 

mengawal proyek dengan segala konsekuensi yang harus 

dihadapi termasuk tekanan dari pihak manapun. 

3. Elemen sukses ketiga yaitu Planning (perencanaan). 

Perencanaan yang disusun dengan baik akan memberikan 

kontribusi yang besar dalam implementasi dan kesuksesan 

program e-government. Elemen sukses yang keempat, yaitu 

Stakeholder (pemangku kepentingan). Adalah pihak-pihak yang 

mempunyai berbagai kepentingan baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap implementasi proyek terkait. 

Stakeholders dalam utama antara lain : pemerintah dengan 

semua perangkat kerjanya, misalnya pihak masyarakat, pihak 

swasta, pihak lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. 

4. Elemen sukses yang kelima adalah Transparancy, yang 

dimaksud disini adalah bagaimana ketersediaan data mengenai 

proyek tersebut. Sehingga dengan ketersediaan tersebut, akan 

memudahkan seluruh stakeholders dalam mengakses informasi 

dan bisa memonitoring segala hal yang dibutuhkan. Disinilah 

akan terlihat keseriusan pemerintah dalam menjalankan proyek 

ini. 
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5. Elemen sukses yang keenam, Budgets (anggaran). Merupakan 

salah satu sumber daya finansial yang dianggarkan dalam sebuah 

proyek yang menjadi kekuatan yang menentukan berhasil atau 

tidaknya sebuah proyek di implementasikan. 

6. Elemen sukses yang ketujuh, Technology. Teknologi yang 

dipilih akan menentukan keberhasilan proyek yang berbasis e-

government. Semakin besar budget yang dialokasikan, maka 

pemakaian teknologi akan semakin canggih sehingga tingkat 

keberhasilan semakin tinggi dan tercapainya manfaat yang 

ditargetkan dalam implementasi proyek tersebut. 

7. Elemen sukses yang kedelapan adalah Innovation, elemen 

terakhir ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Inovasi 

disini tidak hanya terbatas pada menciptakan produk namun 

bagaimana implementator mampu mengatasi segala 

permasalahan yang muncul dalam implemantasi proyek yang ada 

(Larasati, 2019).  

Adapun elemen sukses pengembangan e-government lain yang 

dikemukakan oleh Moon (2008, h.16) di dalam buku Sistem Informasi 

Manajemen karya Dr. Ir. Eko Nugroho yaitu willingness and local 

culture. Willingness adalah kemauan. Kemauan di sini dapat diartikan 

sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan sesuatu hal. Sebagai 

berikut: Faktor atau elemen sukses penerapan e-government juga dapat 
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dipengaruhi oleh local culture atau budaya lokal yang mempengaruhi di 

dalam kesuksesan penerapan e-government terkait dengan kemampuan 

dalam memasyarakatkan transaksi elektronis. Begitu juga dengan 

kesiapan dari masyarakat pengguna, dimana berhubungan dengan 

kemampuan masyarakat di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas 

pelayanan yang terdapat di dalam penerapan e-government tersebut. 

Peran masyarakat di sini sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian 

kesuksesan penerapan e-government (Angguna & Gani, 2015). 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah suatu jenis pemikiran yang dipilih dari suatu teori, 

yang dianggap berkaitan dengan fokus atau judul penelitian, dan bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan pertanyaan penelitian. Untuk 

melihat Penerapan Elektronik Government dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Publik di dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang dapat dilihat 

dari teori pelaksanaan kebijakan menurut George Edward III dilihat sebagai tolak 

ukur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan E-Government pelayanan 

public.Berdasarkan uraian di atas penulis menggambarkan bagan kerangkapikir 

sebagai berikut: 
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Kebijakan Elektronik Government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Enrekang 

           Penyelenggaraan  Pelayanan Publik yang efektif 

Bagan Kerangka Pikir 
 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir 
 

D. Fokus Penelitian 

 
Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus 

penelitian yang akan dijadikan indikator terkait Elektronik Government 

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di dinas Kependudukan dan 

catatan sipil Kabupaten Enrekang yang diangkat dari tujuan penelitian, 

Maka dari itu untuk mengukur Penerapan Komunikasi dan Informasi 

peneliti mengambil teori Menurut George Edward III: komunikasi, 

sumber daya, disposisi, struktur birokrasi 

 

 

 

 

Menurut George Edward III (1980) Ada 

4 Indikator Dalam Kebijakan E- 

Government Pelayanan Publik: 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Stuktur Birokrasi 
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E. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian merupakan uraian dari masing-

masing fokus yang akan diamati untuk memberikan kejelasan tentang 

pengamatan,yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

 

Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi E-Government di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang baik 

dengan menggunakan media social maupun media cetak sehingga 

mendapatkan kejelasan, tranmisi dan konsitensi dalam menyampaikan 

informasi kepada public 

2. Sumber daya 

 

Sumber daya yaitu langkanya sumber daya manusia yang handal 

khususnya bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Daerah kabupaten Enrekang sehingga membuat 

egovernment sendiri belum terimplementasi dengan baik. Kemuadian 

sarana dan prasarana belum memadai dikeranakan sebagian alat 

seperti: computer, alat rekam, dan kamera dalam keadaan rusak serta 

jumlah staf pegawai yang masih kurang 

3. Disposisi 

 

sebagian pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil kabupaten Enrekang belum melakukan pelayanan 
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yang merata bagi masyarakat, melakukan pelayanan dengan melihat 

status, kedudukan dan suku 

4. Struktur Birokrasi 

 

Struktur Birokrasi yaitu masih ada masyarakat yang tidak mengikuti 

SOP yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Enrekang         
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan setelah 

seminar proposal. Penelitian berlokasi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin 

mengetahui sejauh mana Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Enrekang. 

B. Jenis dan Tipe penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara 

horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. 

2. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif adalah studi tentang 

pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek 

dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu juga 

tipe penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial yang 

menjadi masalah penelitian. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, yaitu: 

 

1. Data Primer 

 

Data primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari 

sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. 

Dimanapun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan 

wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari 

informan secara langsung dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan 

cara purposive sampling dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana 

menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder diperoleh dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, 

dan berbagai literatur-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan 

tulisan ini. Seperti jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang telah 

menjadi masalah dan dinilai memiliki informasi Publik di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Mengetahui dan terlibat langsung maupun 

mempunyai pengaruh dalam penelitian ini 
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1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

3. Masyarakat 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan 

triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam 

pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan sumber data yang 

telah ada dengan teknik pengumpulan data. 

1. Observasi 

 

Metode penelitian ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan 

mecatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan 

atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi 

kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses 

penganggara mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-

kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Elektronik 

Government dalam penyelenggaraan Peleyanan Publik di dinas Kependudukan 

dan Catatan sipil Kabupaten Enrekang 

2. Wawancara 

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
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responden yang lebih mendalam. Pengumpulan data ini berdasarkan dari 

pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan atau pengetahuan pribadi. 

3. Dokumen 

 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari 

observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung 

sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat dan autobiografi. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu tehik yang dilakukan untuk 

mengupayakan klasifikasi dan mengelompokan data sehingga dapat disamakan dan 

di bedakan. 

1. Pengumpulan Data 

Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dicatat dalam setiap catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut 

dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan 

dengan pokok permasalahan. 

2. Reduksi Data (data Reduction) 

 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau 

uraian yang rinci kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang 



57 
 

 

 

penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di 

lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan 

dirincikan sesuai dengan focus penelitian tentang Penerapan Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Kabupaten Enrekang. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama 

penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Informai ini termasuk didalamnya matrik, skema, 

table dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian 

data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan 

penelitian tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing and verification) 

 

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan 

makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang 

singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti 

berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. 

Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan 

persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. 

Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan 

suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan. 
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G. Teknik Pengabsahan Data 

Pengabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan 

teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan 

pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu 

yang berbeda. 

 

1. Triangulasi Sumber 

 

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara 

mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi 

sebelumnya. 

2. Triangulasi Metode 

 

Triangulasi metode ini untuk menguji akuratnya sebuah data maka 

peneliti menggunakan triangulasi metode menggunakan teknik yang berbeda 

dengan teknik yang digunakan sebelumnya. 

3. Triangulasi Waktu 

 

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data 

penelitian. 
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                                                          BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang 

Kabupaten Enrekang dengan  bukota Enrekang terletak       Km sebelah 

utara  akassar. secara geografis terletak antara      ’  ’’-     ’  ”  intang 

 elatan dan antara        ’  ” -       ’  ”  ujur  imur.  etak geografis 

Kabupaten Enrekang berada di jantung jazirah Sulawesi Selatan yang dalam 

peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah 

Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja 

b. Sebelah Timur: Kabupaten Luwu 

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Sidrap 

d. Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang 

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai 

wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan 

sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak 

mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah 

didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas 

wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim 

yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada 
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di daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan 

musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli 

sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – Oktober. 

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah 

administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat 

desa/kelurahan. Pada tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 

desa/kelurahan yang tersebar dari 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan 

situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi 

keharusan. Maka pada tahun 1997 jumlah desa/kelurahan yang ada di 

Kabupaten Enrekang dari 78 desa/kelurahan kondisi 1996 menjadi 108 

desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan yang semula 5 

kecamatan menjadi 9 kecamatan. 

Pada pertengahan 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi 3 desa 

menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada tanggal 2006 terjadi pemekaran 

desa dan kecamatan menjadi 11 dan 112 desa/kelurahan, terakhir tahun 2008 

mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan desa 129 desa/kelurahan dari 78 

desa/kelurahan kondisi 1996 menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya 

pada tingkat kecamatan yang semula 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. 

Pada pertengahan 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi 3 desa 

menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada tanggal 2006 terjadi pemekaran 

desa dan kecamatan menjadi 11 dan 112 desa/kelurahan, terakhir tahun 2008 

mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan desa 129 desa/kelurahan. 
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Tabel 4.1 Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang. 

 

No Kecamatan Luas area (km
2
)

 
Persentase terhadap area luas 

Enrekang (%) 

1. Maiwa 392,87 21,99 

2. Bungin 236,84 13,26 

3. Enrekang 291,19 16,30 

4. Cendana 91,01 5,10 

5. Baraka 159,15 8,91 

6. Buntu Batu 126,65 7,09 

7. Anggeraja 125,34 7,02 

8. Alla 34,66 1,94 

9. Curio 178,51 9,99 

10. Masalle 68,35 3,83 

11. Baroko 41,08 2,30 

12. Malua 40,36 2,29 

 Total 1.786,01 100 

      Sumber: Kabupaten Enrekang dalam angka Tahun 2022Enrekang 

Berdasarkan tabel tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa 

yaitu 392,87 km2 atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan 

kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 

km2 atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang. 

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 
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2019 adalah 204. 827 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,74 persen. 

Rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 

100,80 distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan kecamatan paling 

banyak penduduknya adalah kecamatan Enrekang sekitar 15,95 persen dari total 

penduduk Kabupaten Enrekang. sedangkan Kecamatan paling sedikit ialah 

Kecamatan Bungin 2,18 persen, Untuk kepadatan penduduk di tahun 2018 

kecamatan Alla yang paling tinggi kemudian yang paling rendah adalah 

kecamatan Bungin. 

2. Visi Misi Kabupaten Enrekang 

Di Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang bisa dikatakan cukup 

potensial dilihat dari segi sumber daya alamnya. Tingkat aksesibilitas dukungan 

sarana dan prasarana sesungguhnya kemungkinan untuk mencapai daerah 

agropolitan dimana pola pengembangan sektor pertanian selanjutnya akan 

memberi efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya 

seperti industri pengolahan perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya. 

Pengenbangan daerah argopolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip 

otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksitas antara daerah 

baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan. pembangunan 

daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan 

pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan 

berkelanjutan, kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek 

kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama. 
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Merupakan proses untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan. Adapun 

Misi Kabupaten Enrekang ialah: 

a. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian 

Sulsel melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya 

sektor pertanian. 

b. Untuk mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional 

antara daerah agar tetap mengacu pada semangat kemandirian dan 

otonomi. 

c. Untuk mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih 

menekankan pada pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE) 

dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah 

di Kabupaten Enrekang. 

d. Melakukan Penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi 

terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga 

memungkinkan munculnya interkoneksitas dan antara wilayah. 

e. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan 

keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling 

menghormati, semangat gotong royong, dan kerja sama, dalam berbagai 

aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

3. Tujuan 

Merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa saja 

yang dicapai: 
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a. Komoditas unggulan, Kabupaten Enrekang mampu memenuhi 

kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor. 

b. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi 

kerakyatan. 

c. Tercapainya kerja sama antara wilayah dan antara kawasan dalam 

Kabupaten Enrekang. 

d. Terwujudnya kerja sama antara pemerintah Kabupaten Enrekang dengan 

berbagai pihak. 

e. Meningkatkan pengelolaan potensi kawasan Timur Kabupaten 

Enrekang. 

f. Terwujudnya penataan wilayah atau kawasan yang berguna dan 

berhasil. 

g. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial. 

h. Terwujudnya ketanahan budaya dan spiritual. 

i. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif, transparan, dan 

akuntabel. 

j. Tercapainya peraturan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. 

4. Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dapat terukur tentang apa yang 

akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi 

sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Enrekang yang 

bersifat spesifik dapat dinilai, diukur, dan dapat dicapai dengan berorientasi 
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pada hasil yang dicapai dalam kurung waktu 5 (lima) tahun.Sasaran pemerintah 

Kabupaten Enrekang adalah: 

a. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang. 

b. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan. 

c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah. 

d. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan. 

e. Meningkatnya kemampuan pembiayaan. 

f. Meningkatnya Kualitas pelaku perekonomian. 

g. Terjalinnya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang 

pembangunan. 

h. Terwujudnya Pemberdayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

i. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah provinsi dalam berbagai 

bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. 

j. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam berbagai 

bidang pembangunan. 

k. Meningkatnya kerja sama dalam berbagai bidang. 

l. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya atau 

kesesuaian lahan. 

m. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup. 

n. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan. 

o. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan. 

p. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. 
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q. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum. 

r. Meningkatnya kualitas aparatur. 

s. Meningkatnya wawasan kebangsaan. 

5. Profil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten 

Enrekang 

 Pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten enrekang 

Jl.sultan Hasanuddin No. 444 enrekang kecamatan enrekang, Selatan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang merupakan instansi 

pemerintahan yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil dan dan tugas lainnya yang di berikan sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya di wilayah Enrekang. Fungsi dan tugas di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tersebut merupakan 

pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat surat akta 

lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, Kartu Keluarga (KK), 

akta perkawinan surat keterangan pindah hingga pembuatan Ktp-Elektronik 

Atau E-Ktp. Untuk warga yang akan mengurus dokumen pendudukan agar 

dapat menyiapkan syarat-syarat kelengkapan berkas. Informasi cara, syarat dan 

biaya pengurusan (jika ada) dapat diperoleh melalui call center Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau halo Kantor Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil, anda juga bisa megakses website resmi di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk informasi 

umum. Bagi anda yang membutuhkan pelayanan langsung datang ke kantor 
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Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdekat pada hari dan jam 

kerja / jam 08:00 buka. 

a. Visi 

 

Terwujudnya pusat Data dan informasi kependudukan yang 

akurat tertib dan dinamis berbasis teknologi informi melalui 

gerbang emas. 

b. Misi 

 

1) Meningkatkan prospesionalisme SDM yang berorientasi 

pelayanan kualitas (service kuality) dengan memberikan 

pelayanan secara ramah, akurat, cepat dan transparan. 

2) Meningkatkan kualitas data base kependudukan dan pencatatan 

sipil melalaui pengelolaan data base berbasi teknologi informasi. 

3) Meningakatkan kapasitas sumber daya yang meliputi SDM, 

teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana 

pendukung lainnya. 

4) Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan 

pecatatan sipil melalui penyediaan pelayanan yang berkualitas 

untuk kepusan masyarakat dengan merujuk pada standar 

oprasional pelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yg berlaku. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang 

melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
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daerah di bidang administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas 

pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Enrekang mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk 

data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan. 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan Pencatatan 

sipil. 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan umum bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan 

dan  pencatatan sipil 

e. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan 

pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

g. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan dan penyerasian 

perkembangan kependudukan 

h. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang 

administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan 

kependudukan dilingkungan pemerintah daerah 

i. Pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan dan 
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pencatatan sipil 

j. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

lainnya 

k. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 

 

l. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data 

kependudukan. 

m. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pada data base 

kependudukan. 

n. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola 

pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan 

kependudukan. 

Adapun jumlah pegawai tetap dan pegawai honorer di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang : 
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Tabel 4.2 

Jumlah jenis kelamin pegawai 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 22 

Perempuan 27 

Total 49 

Sumber: Kantor Dukcapil Kabupaten Enrekang, 2022 

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sumber 

daya manusia atau aparatur pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Enrekang di tinjau dari jenis kelamin, 

laki-laki bejumlah 22 (dua puluh dua) orang dan perempuan 

bejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Dari tabel diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan mendominasi dari 

jumlah pegawai laki-laki. 

Hingga memasuki tahun 2022, jumlah pegawai negeri sipil 

tercatat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan sebanyak 24 (dua 

puluh empat) orang adalah pegawai honorer. Berdasarkan 

keadaan golongan pegawai negeri sipil dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Tingkat gologan atau pangkat pegawai 
 

No Golongan Jumlah 

Golongan IV 

 Golongan IV/a 1 

 Golongan IV/b - 

 Golongan IV/c 1 

 Golongan IV/d - 

Golongan III 

 Golongan III/a 5 

 Golongan III/b 2 

 Golongan III/c 1 

 Golongan III/d 12 

Golongan II 

 Golongan II/a  

 Golongan II/b  

 Golongan II/c  

 Golongan II/d  

Honorer 27 

Total 49 

Sumber: Kantor Dukcapil Kabupaten Enrekang, 2022) 
 

Dari data dapat dilihat bahwa untuk pegawai negeri sipil yang 

bergolongan IV yaitu 1 orang bergolongan IV/A dan 1 orang 

bergolongan IV/C. Sedangkan yang bergolongan III ada 20 orang yang 

mana 5 orang bergolongan III/A, terdapat 2 orang bergolongan III/B, 

terdapat 1 orang bergolongan III/C, dan 12 orang yang bergolongan III/D, 

tidak terdapat seorangpun pegawai yang bergolongan II. Dan terakhir 

terdapat honorer sebanyak 27 orang sehingga jumlah pegawai seluruhnya 

berjumlah 49 orang. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan 
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identitas resmi setiap penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia 

(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau 

telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah 

berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. Berikut ini data kepemilikan 

KTP di Kabupaten Enrekang: 
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Dari gambar tersebut dapat di lihat bahwa bagian-bagian dari 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, 

sebagai berikut: 

a. Sekretariat 

 

1) Sub bagian umum dan kepegawaian 

 

2) Sub bagian keuangan 

 

3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan 

 

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

1) Seksi identitas penduduk 

 

2) Seksi pindah datang penduduk 

 

3) Seksi pendataan penduduk 

 

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 

1) Seksi kelahiraan 

 

2) Seksi perkawinan dan perceraian 

 

3) Seksi perubahan status anak perwarganegaraan dan kematian 

 

d. Bidang Pengolahan Informasi Kependudukan 

 

1) Seksi informasi administrasi kependudukan 

 

2) Seksi pengolahan data dan penyajian data kependudukan 

 

3) Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi 

informasi dan komputer. 
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e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

 

1) Seksi kerjasama 

 

2) Seksi pemanfaatan dan dokumen kependudukan 

 

3) Seksi inovasi pelayanan 

 

 Standar Operasional Pelayanan : 

 

No Jenis-Jenis pelayanan Prosedur Pelayanan 

1.  Pembuatan Kartu 

Keluarga 

1. Kartu keluarga asli yang akan di pecah 

atau diubah 

2. Fotocopy surat nikah (Legalisir KUA bagi 

yang baru nikah) 

3. Fotocopy akta/ijazah (untuk pembentukan 

data) 

4. Fotocopy surat kelahiran (Bagi anak baru 

lahir) 

5. Fotocopy akta kematian (bagi keluarga 

yang meninggal) 

6. Asli surat keterangan pindah datang yang 

dikeluarkan Disdukcapil Kab.Enrekang 

(bagi yang pindah keluar kota) 

2. KTP-el 1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

2. Surat keterangan kehilangan dari 

kepolisian (Jika KTP-el hilang) 

3.KTP-el lama (bagi yang melakukan 

perubahan eleman data) 

3. Kartu Identitas Anak 1.Fotocopy akta kelahiran 
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2.Pas foto warna ukuran 2x3= 2 lembar 

(bagi anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari) 

4. Surat keterangan pindah 

antar provinsi Kab/Kota 

1.Kartu keluarga asli 

5. Surat keterangan pindah 

datang antar provinsi 

kab/kota 

1.surat keterangan pindah dari domisili asal 

2.fotocopy kartu krluarga (bagi yang 

menumpang kartu keluarga) 

3.fotocopy surat menikah (bagi yang sudah 

menikah) 

6. Akta kelahiran 1.surat keterangan kelahiran dari 

dokter/bidan/penolong kelahiran atau 

SPTJM data kelahiran bagi masyarakat yang 

tidak bisa menunjukkan keterangan 

kelahiran dari bidan 

2.Fotocopy surat nikah/akta perkawinan 

(dilegalisir untuk anak pertama) 

3.SPTJM data pasangan suami-istri (bagi 

orang tuanya yang kawin tidak tercatat tetapi 

ayahnya sudah tercatat pada kartu keluarga 

yang bersangkutan) 

4.Fotocopy Kartu Keluarga 

5.Fotocopy KTP orang tua (untuk anak 

berusia 19tahun keatas diganti dengan 
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fotocopy KTP yang bersangkutan) 

6.Surat pernyataan yang berisikan bersedia 

dibuatkan Akta anak seorang ibu (jika tidak 

memiliki surat nikah orang tua/akta nikah 

orang tua) 

7.Data pendukung lainnya seperti (ijazah,SK 

PNS (jika ada) 

7. Akta kematian 1.surat keterangan kematian dari lurah (jika 

meninggal di rumah) 

2.surat keterangan kematian (jika meninggal 

di rumah sakit) 

3.fotocopy KTP yang bersangkutan 

4.fotocopy Kartu Keluarga (jika kartu 

keluarga tidak ada anggota lain maka 

lampirkan kartu keluarga asli) 

5.data pendukung lainnya seperti: ijazah SK 

PNS (jika ada) 

8. Akta perkawinan 1.formulir F2.12 

2.Fotocopy surat keterangan perkawinan 

dari pemuka agama/pendeta/penghayat 

kepercayaan (legalisir) 

3.Fotocopy Kartu Keluarga 
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4.Fotocopy KTP suami-istri 

5.Fotocopy akta kelahiran suami-istri 

6.Pas foto gandeng/berdampingan suami-

istri berwarna ukuran 4x6 : 3 lembar 

7.Data pendukung lainnya seperti:  

- Fotocopy passport suami-istri (bagi WNA) 

- Fotocopy Kartu keluarga orang tua/ wali 

kedua belah pihak 

     

 

Adapun aplikasi yang dipakai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Enrekang dalam melakukan pelayanan yaitu: 

 

                                    Gambar 4.1 Aplikasi  

 

    Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem 

informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan 

administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan 

komunikasi mguna menata sistem administrasi di indonesia.SIAK melayani 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan dan 
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peristiwa penting yang di alami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal 

dunia,data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya antara 

lain Nomor Induk Kependudukan (NIK),Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda 

Penduduk (KTP),Akta Kelahiran,Akta kematian dan Akta Nikah. 

     Pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi pada mulanya di kenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Iformasi 

Manajemen Kependudukan) pada tahun 1996 namun pada pelaksanaannya di 

lapangan sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang 

mengelola data kependudukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK maka 

pemerinah Indonesia membuat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 

sebagai sistem yang mengelola data Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia 

kebijakan dari SIAK selain untuk mrndata kependudukan secara akurat tetapi juga 

dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk sehingga 

dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas gada. 

       Sejak 2010 pemerintah Kabupaten Enrekang terutama di Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang mengunakan aplikasi SIAK sebagai suatu 

awal pendataan penduduk di Kabupaten Enrekang.selanjutnya data-data tersebut akan 

di simpan kedalam suatu data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan 

internet sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara 

nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat administarsi 

kependudukan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan di 

tingkat penyelenggara dan intansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang selanjutnya 

memasukkan data-data tersebut kedalam suatu pusat data (Data Center) di direktorat 

jendral administrasi kependudukan. 
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                            Gambar 4.2 Halaman Utama Aplikasi 

 

      Manfaat  SIAK, Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan akan 

menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, 

tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat 

tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program Pemerintah lainnya 

seperti pendataan statistik, menentukan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan 

umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan 

Langsung Tunai" (BLT)"Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan 

pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya. 

      

 

B. Hasil Penelitian  

Electronic Government adalah semua yang mencakup penggunaan segala 

teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan 

untuk agar dapat mengubah kondisi hubungan antar warga, bisnis, ataupun pihak-

pihak lainnya. Electronic Government pada saat sekarang ini sedang dalam masa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/BLSM
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pengembangan belum merujuk pada tahapan evaluasi. Electronic Government ini 

dikatakan mampu apabila dapat memberikan manfaat yang sangat optimal yang 

dirasakan oleh semua kalangan (Muftikhali & Susanto, 2017). 

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa penerapan Electronic 

Government ini dilihat dari efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan kepada 

masyarakat mengenai penerapan Electronic Government pada Dinas Kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten enrekang  

 

1. Komunikasi 

Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi E-Government di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang baik dengan 

menggunakan media social maupun media cetak sehingga mendapatkan 

kejelasan, tranmisi dan konsitensi dalam menyampaikan informasi kepada 

public. 

Adapun hasil wawancara peneliti  dengan Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Enrekang terkait komunikasi 

Kebijakan Elektronik Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. 

    “Kami di dinas Catatan  ipil Kabupaten Enrekang melakukan berbagai 

usaha dalam melakukan komunikasi terkait kebijakan Egoverment, 

seperti langusng turun kelapangan melakukan sosialisasi serta pelatihan 

yang sasarannya adalah masyarakat secara umum. Namun usaha tersebut 

belumlah berjalan dengan semaksimal harapan kami sebagai Pemerintah 

Daerah dikarenakan ada berbagai hambatan yang juga harus di carikan 

solusi sepereti masih ada masyarakat yang belum melek teknologi.” 
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(wawancara dengan HS, 09 maret 2023). 

 

Hasil wawancara peneliti  dengan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Enrekang terkait komunikasi Kebijakan 

Elektronik Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dapat dikatakan bahwa 

DUKCAPIL Kabuapten Enrekang masih dalam tahapan proses sosialisasi dan 

pelatihan bagi masyarakat untuk mempermudah masyarakat mengakses 

kebijakan Egovorment. Namun di sisi yang lain Pemerintah Daerah dalam hal 

ini DUKCAPIL Kabupaten Enrekang mengaku bahwa kebijakan tersebut 

belumlah maksimal karena masih banyak masyarakat yang tidak melek 

teknologi sehingga masih dibutuhkan kebijakan manul untuk memastikan tidak 

ada masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhannya di DUKCAPIL Kabupaten 

Enrekang. 

Informasi lanjutan yang peneliti temukan di lapangan bahwa memang 

basih ada masyarakat yang belum paham mengenai kebijakan Egoverment 

tersebut sekalipun sudah mengikuti sosialisasi dan pelathan yang di adakan oleh 

DUKCAPIL Kabupaten Enrekang. Belum lagi masyarakat yang pengguna 

teknologi secara pasif yang hanya menggunakan teknologi untuk kebutuhan-

kebutuhan tertentu, masyarakat jenis ini adalah mereka yang sangat tidak peduli 

dengan kebijakan tersebut. Adapun masyarakat yang tidak menggunakan 

teknologi di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Erekang, hal-hal tersebut 

menjadi tantang tersendiri bagi DUKCAPIL Kabupaten Enrekang yang mesti 
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harus di carikan solusi. 

Adapun hasil wawancara lanjutan peneliti dengan staf Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang mengenai penentu 

kebijakan terkait dengan komunikasi Kebijakan Elektronik Government dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Public di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang. 

     “Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ,dalam penentuan 

kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan 

nasional dalam upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman Bersama 

mengenai berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan terbaru seperti e-

government.juga sebagai upaya membangun kordinasi dan singkronisasi 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitas pelayanan DUKCAPIL 

terhadap masyarakat”.(wawancara dengan  F,    maret 2023) 

 

Hasil wawancara peneliti dengagn staf Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang terkait peentu Kebijakan Electronic Government 

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dapat dikatakan bahwa pada penentuan 

kebijakan teknis DISCAPIL Kabupaten Enrekang dalam bidang pendaftaran 

penduduk berdasar pada kebijakan nasional untuk meningkatkan kapasitas dan 

pemahaman Bersama mengenai regulasi-regulasi yang baru seperti kebijakan E-

Government. Hal tersebut juga sebagai salah satu usaha mempererat bangunan 

kordinasi dan singkronisasi sesama anggota DISCAPIL untuk mempermudah 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat public daerah Kabupaten 

Enrekang. 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat 
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Kabupaten Enrekang terkait Kebijakan Elektronik Government dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Public di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang. 

“Di Dinas Kependudukan dan Catatan  ipil Kabupaten Enrekang masih 

sangat kurang yang dimana staf DUKCAPIL tidak memperhatikan 

kenyamanan masyarakat, dan adanya perbedaan dalam pelayanan 

masyarakat biasa dengan pegawai, dalam hal pelayanan yang dilakuikan 

staf DUKCAPIL, dan banyaknya staf yang diluar dari MOTTO pelayanan 

kantor tersebut dimana kurangnya peningkatan di bidang Administrasi 

yang cepat,tepat,gratis dan sesuai prosedur pelayanan, diluar daripada itu 

kerap kali terjadi pungli dan adanya kecurangan dalam pelayanan yang 

dilakukan pihak Administrasi”.(wawancara dengan A ,   maret 2023) 

 

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang bahwa semua 

kalangan dapat menggunakan pelayanan yang ada di DUKCAPIL agar tidak 

ada perbedaan dalam pelayanan, agar bekerja ihklas,cepat,tepat,gratis sesuai 

prosedur yang telah ada  di kantor DUKCAPIL seperti pelayanan prima serta 

tertib administrasi dapat terstruktur sesuai standar pelayanan yang ada. Namun 

hal yang terjadi di lapangan malah bekebalikan terdapat banyak perbedaan 

dalam melakukan pelayanan apalagi antara pegawai negri dan masyarakat biasa 

yang dimana masyarakat biasa selalu di kebelakangkan,dan kurangnya disiplin 

Administrasi oleh pegawai negri dan staf DUKCAPIL seperti banyaknya 

kecurangan yang kerap terjadi. 

Maka dari beberapa wawancara dengan informan diatas dapat 
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disimpulkan bahwa komunikasi sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku 

dalam penyampaian informasi yang sangat penting dari disdukcapil Kabupaten 

Enrekang sebagai sikat transparansi pemerintahan. Komunikasi sangat penting 

dalam penyampaian kepada masyarakat dan ini dilakukan pengembangan oleh 

disdukcapil kabupaten enrekang yaitu pembuatan pedoman informasi publik di 

kabupaten enrekang berdasarkan undang-undang dan surat keputusan yang 

dikeluarkan bupati Kabupaten Enrekang. 

 

2. Sumber daya 

Sumber daya yaitu langkanya sumber daya manusia yang handal 

khususnya bagi pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Daerah kabupaten Enrekang sehingga membuat egovernment sendiri 

belum terimplementasi dengan baik. Kemuadian sarana dan prasarana belum 

memadai dikeranakan sebagian alat seperti: computer, alat rekam, dan kamera 

dalam keadaan rusak serta jumlah staf pegawai yang masih kurang. 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Enrekang, mengenai pelaynan sumber 

daya Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. pada Kebijakan 

Elektronik Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

     “Di Dinas Kependudukan dan Catatan  ipil Kabupaten Enrekang masih 

kurangnya pegawai tetap dan pemanfaatan pegawai honorer, sehingga 
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menjadi factor penghambat pelayanan,sehingga perlu pengontrolan pada 

saat pelayanan berlangsung, agar pegawai honorer semangat dalam 

bekerja,dan pegawai tetap perlu di siplin dalam bekerja agar 

meningkatkan pelayanan di bidang administrasi agar terwujudnya 

pelayanan yang prima”. (wawancara dengan H ,   maret 2023) 

Hasil penelitian  dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(DUKCAPIL) Kabupaten Enrekang terkait sumber daya,yang dimana sangat 

diperlukan motivasi agar pegawai honorer dan pegawai tetap benar-benar 

bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing namun tidak terlepas dari 

perbedaan antara pegawai tetap dan pegawai honorer. Sehingga pegawai tetap 

dan pegwai honorer dapat bekerja sama secara kolektif sehingga pelayanan 

dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Hasil wawancara peneliti dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang mengenai penentu kebijakan terkait dengan terkait 

sumber daya daya Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. pada 

Kebijakan Elektronik Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

“kami selalu meengupayakan antar sesama staf di dinas ducapil sebagai 

salah satu syarat untuk melaksanakan kerja kami sebagain pelayan 

masyarakat.kami sadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di 

dinas dukcapil dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi karna di 

akibatkan oleh beberapa factor seperti prasarana atau fasilitas kebutuhan 

kerja masih kurang dan pegawai yang masih minim dan disisi lain kami 

bersyukur karna masih banyak tenaga honorer yang mau bekerja untuk 
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masyarakat”.(wawancara dengan  F,   maret 2023). 

Hasil wawancara lanjutan peneliti dengan staf Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Enrekang mengenai penentu kebijakan terkait dengan 

sumber daya yang dimana sarana dan prasarana yang masih belum bisa 

dikatakan maksimal karna adanya kebutuhan-kebutuhan yang masih belum 

maksimal seperti alat pencetak dan jaringan internet yang menjadi hambatan 

dalam melaksanakan pelayanan di kantor DUKCAPIL. 

Hasil wawancara peneliti dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang mengenai penentu kebijakan terkait dengan terkait 

sumber daya daya Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Pada 

Kebijakan Elektronik Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.  

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang masyarakat sangat 

berharap agar pelayanan yang dilakukan pegawai DUKCAPIL benar-benar 

maksimal agar masyarakat merasa nyaman sekalipun sarana dan prasarana 

terkadang menjadi hambatan bagi pegawai DUKCAPIL sebab masyarakat 

sangat memerlukan kenyamanan saat berada di kantor DUKCAPIL. 

3. Disposisi 

 Sebagian pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil kabupaten Enrekang belum melakukan pelayanan yang merata bagi 

masyarakat, melakukan pelayanan dengan melihat status, kedudukan dan suku. 
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Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(DUKCAPIL) Kabupaten Enrekang, mengenai Disposisi Ada beberapa ketentuan 

yang perlu diisi dalam lembar disposisi, mulai nomor surat, indeks kode 

administrasi. Jika lembar-lembar tersebut sudah diisi dengan lengkap, surat 

disposisi ini akan diberikan kepada pihak staf administrasi untuk segera diteruskan 

kepada atasan. 

Hal itu berguna agar surat disposisi tersebut segera ditanggapi dan 

mendapatkan tindaklanjut dari atasan. Penting mengetahui manfaat disposisi 

tersebut. 

“mengenai surat menyurat sangat perlu memperhatikan surat keluar dan 

surat yang di terima, Dunia surat menyurat konvensional saat ini sudah 

mulai beralih ke surat elektronik. Meski begitu, kegiatan surat menyurat 

tetap dilakukan seperti biasa dan tidak mengurangi aktivitasnya yang 

benar-benar taat administrasi”(wawancara dengan H ,   maret     ). 

Dengan perubahan atau bergantinya urusan surat menyurat jadi surat 

digital dan elektronik, sebenarnya akan lebih memudahkan pekerjaan 

yang ada. Urusan disposisi juga bisa dilakukan dalam surat digital. 

Disposisi memiliki kegunaan dan fungsi untuk mengetahui petunjuk atau 

tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan. 

Disposisi bersifat segera. Maka itu, harus langsung dilakukan dan 

dikerjakan sesuai petunjuk. Dengan adanya disposisi, kita bisa mengetahui 

tanggapan dari surat masuk yang diterima serta mengetahui bagaimana surat 

tersebut ditindaklanjuti. 
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Maka itu, disposisi surat, wajib ada dalam perusahaan agar staf admin 

bisa tahu tindakan yang akan dilakukan dalam menangani surat masuk dan surat 

keluar mengingat ini harus disesuaikan dengan perintah atasan”. (wawancara 

dengan  HS,09 maret 2023) 

Adapun hasil penelitian dari hasil wwancara di atas maka dapat di 

jelaskan bahwa disposisi yang baik dilihat dari tanggung jawab pegawai dalam 

melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakatsehingga setiap tanggung 

jawab yang di berikan akan terkait satu sama lain baik dari pemerintah maupun 

masyarakat di kabupatn enrekang. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur Birokrasi yaitu masih ada masyarakat dan pihak birokrasi yang 

tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Enrekang, mengenai strutur birokrasi, 

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan 

hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan 

tugas-tugas agar lebih teratur dan masing-masing staf memiliki tanggung jawab 

yang telah di tentukan  

“setiap bidang yang memiliki tanggung jawab mestinya memahami apa 

yang telah ditetapkan pihak birokrasi agar standar pelayanan dapat 

berjalan sesuai prosedur yang ada dan pihak birokrasi juga perlu 
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memberikan pemahaman bagi masyarakat agar memenuhi standar 

pelayanan yang ada agar tidak ada kesalapahaman dalam mengurus di 

DUKCAP  .” (wawancara dengan H ,   maret 2023) 

Adapun hasil penelitian,tak lepas dari pertanggungjawaban dari  pihak 

kantor DUKCAPIL juga perlu memberi perhatian khusus terhadap masyarakat 

agar masyarakat tersebut merasa benar-benar di berikan pelayanan yang 

sesuai,selain itu pihak kantor DUKCAPIL perlu memberi pemahaman terhadap 

masyarakat agar memenuhi standar pelayanan yang ada. dan dalam 

mengoptimalisasikan penerapan pelayanan yang sangat-sangat perlu 

memberikan pemahaman dalam pelayanan saat pembuatan Kartu 

Keluarga,KTP,Kartu Indentitas Anak,dan standar pelayanan yang ada. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2017 tentang Pejabat pengelolah 

Informasi dan dokumentasi bahwa untuk mewujudkan UU 14 tahun 2008 

tentang informasi publik perlunya Dinas Kominfo dalam membantu 

menyelenggarakan informasi keterbukaan publik maka di bentuklah oprganisasi 

perangkat daerah yang bernama PPID (Pejabat pengelolah informasi dan 

dokumentasi) yang bertugas : 

1) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan 

informasi kepada publik 

2) Melakukan verifikasi bahan informasi publik 

3) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 

4) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi 
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5) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat 

     Hal di atas sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Staf Dinas 

Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang yang telah di wawancarai 

penulis yang menyatakan: 

 “Dalam mengoptimalisasi pelayanan informasi membentuk PPID pada 

tahun 2017 inilah dasarnya kesemua OPD jadi OPD yang memberikan 

pelayanan keterbukaan informasi bukan hanya disdukcapil saja karna di 

sini disdukcapil bertugas sebagai admin kabupaten dan admin OPD,jadi 

keterbukaan informasi di kabupaten enrekang sudah ada dasar-dasar 

hukumnya” (wawancara dengan  F,   maret     ). 

Berdasarkan hasil wawanara penulis dengan staf Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tentang Struktur organisasi, Penulis 

menyimpulakan bahwa dalam mengoptimalisasikan penerapan pelayanan keterbukaan 

di Kabupaten Enrekang Pemerintah Daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang membentuk sebuah lembaga yang di naunginya yang 

bernama PPID (Pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi) yang bertugas dalam 

pengumpulan, kordinasi, verifikasi, publikasi keterbukaan segala informasi publik di 

Kabupaten Enrekang 

 

C. Pembahasan   

1. Komunikasi  

Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi Publik di Dinas 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang baik dengan 

menggunakan media social maupun media cetak sehingga mendapatkan 

kejelasan, tranmisi dan konsitensi dalam menyampaikan informasi kepada 

publik penerapan dengan keterbukaan informasi melalui komunikasi yang baik 

itu memilki dasar yang jelas dari peraturan dari pemerintah sehingga 

komunikasi yang diberikan bisa diterima oleh masyarakat. Menurut George 

Edward III dalam Kapahang et al., (2020) komunikasi diartikan sebagai “proses 

penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Dari hasil penelitian 

ini berkaitan dengan komunikasi yaitu sudah sesuai dengan kebijakan yang ada 

dimana komunikasi yang dilakuakan itu sangat penting sebagai sifat 

transparansi kepada masyarakat sebagai penerapan kebijakan keterbukaan 

informasi publik di disdukcapil kabupaten Enrekang. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya yaitu komponen dan peran penting dalam melaksanakan 

kebijakan keterbukaan informasi publik baik sumber daya  maupun sumber 

daya manusia dalam melengkapi barang dan jasa berkaitan dengan keterbukaan 

informasi public. Menurut George Edward III dalam Kapahang et al., (2020) 

mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan. Menurut Edward bahwa sumber daya tersebut meliputi 

sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan 

sumber daya kewenangan. Hasil penelitian ini berkaitan dengan sumber daya 

yaitu ipmlementasi kebijakan informasi publik di disdukcapil kabupaten 
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enrekang sudah baik sumber dayanya dengan adanya pengembangan dan 

pelatihan yang diberikan sehingga meningkatkan kinerjanya. 

 

3. Disposisi  

Disposisi yaitu kemauan atau kecenderungan para pelaku kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi 

tujuan kebijakan dapat diwujudkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai 

dengan kebijakan yang berlaku. Menurut George Edward III dalam Kapahang 

et al., (    ) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para 

pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh 

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Hasil 

penelitian ini sudah bertanggung jawab dari mengimplementasikan kebijakan 

keterbukaan informasi publik di disdukcapil kabupaten enrekang berkaitan 

dengan disposisi sudah cukup baik dari segi dikap dan tanggung jawabnya. 

4. Struktur Birokrasi  

Struktur Birokrasi yamg merupakan kordinasi Sturuktur pelaksan, 

komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, maupun 

tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa 

adanya sarana dan fasilitas untuk unit-unit pelaksana, hubungan, komunikasi ke 

segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, 

apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, 
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sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan, karena 

komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam 

menghasilkan berbagai kebijakan.Menurut Edward struktur birokrasi mencakup 

aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan 

antara unit unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama 

dari birokrasi yakni: “ tandard Operational Procedure ( OP) dan fragmentasi” 

(Kapahang et al 2020). Hasil penelitian Struktur Birokrasi Dalam sebuah 

birokrasi tidak hanya SOP saja yang menunjang implementasi suatu kebijakan, 

namun adanya koordinasi juga dapat menjadi penunjang bagi petugas dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akan dijalankannya SOP oleh petugas 

pelayanan informasi dan juga adanya koordinasi yang berjalan untuk 

menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul 

Kebijakan Electronic Government Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Puclic Di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, dapat di lihat melalui 

empat pelaksanaan keterbukaan yaitu: 

1. Komunikasi  

Mengenai kebijakan yang ada dimana komunikasi yang dilakuakan itu 

sangat penting sebagai sifat transparansi kepada masyarakat sebagai penerapan 

kebijakan yang ada dalam ruang lingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kabupaten Enrekang. 

2. Sumber Daya  

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang 

sudah cukup baik sumber dayanya dan pegawai honerer dan pegawai tetap 

harus mampu memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada dan 

meningkatkan pelayanan yang ada. 

3. Disposisi  

Sudah bertanggung jawab dari untuk melaksanakan kebijakan secara 

sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, 
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disposisi sudah cukup baik dari segi dikap dan tanggung jawabnya. 

4. Struktur Birokrasi  

Pemerintah daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupten Enrekang, sudah cukup baik dalam sumber informasi bagi pimpinan 

atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan. Aspek seperti struktur 

birokrasi,pembagian kewenangan, dan hubungan antara unit-unit organisasi, 

namun adanya koordinasi juga dapat menjadi penunjang bagi petugas dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan di atas, maka penulis 

memberikan sasaran atau masukan sebagai berikut : 

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang perlu 

memperbaiki fasilitas yang ada untuk menunjang para pegawai serta 

masyarakat yang ingin datang berkunjung ke kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Serta penyampaian standar 

pelayanan yang ada kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham. 

2. Prlayanan secara merata dan tidak ada perbedaan masyarakat biasa dan 

pegawai negri pada saat terjadinya pelayanan yang ada dan bebas dari 

pungli.agar standar pelayanan yang prima serta tertib administrasi yang 

berbasis teknologi dapat terwujud. 

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan 

lagi hasil penelitian ini dan bisa mencari masalah baru yang dapat 
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memunculkan solusi bagi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten 

Enrekang, maupun instansi luar Kabupaten  Enrekang   
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  1. Tampilan kantor  

 
 

 

 

 

 

                     Tampak dalam kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                  

Kabupaten Enrekeng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang   
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Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Enrekang. 

 

2.Dokumentasi Wawancara Informan  

 

Wawancara dengan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
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Enrekang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Wawancara Dengan Masyarakat. 
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